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URGENSI PEMBARUAN
COMMERCIAL CODE DI BIDANG
PELAYARAN GUNA MENJAMIN
PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN (STUDI
PERBANDINGAN DI PELABUHAN
PORTKLANG MALAYSIA)

ABSTRACT

This siugy vias aimed 10 sefoem sonze of reguiations of the commergal code e shupping which gre no ionger
agequate i the present develupment. The main issues of the siugy are, {1 ripw 5 Me Jevelopment of
Bes o 108 ComMmnercs code

commergie! Lode [ reguiating spping Natter 5 indonesia?; (2i Wihh regils
are necassarily to be reviewer to guarsnier Ihe legar profuchicn of ponsumers?, 2 How i the practice of
CoMMmErnga! caue N Malaysia a3 3 compeatiion m regalating the por winaonesa? The Sty usEs the Wag*1ians
af mormative legei resegech, legal materials are colierted by slodying document borh the prunary fegal
matenais and seconddry legal matenais. Legal matedials are apalvzed by buth of rhemes and toment apalyss.
The aralysis of the theme is focused or 'opies of commercipl code that needs to oo rewtwed Din the Giner
homd, the cantent analysis is simed 1o the contents of 1he fegai provpons of fle coimmersal coge which are
na fonoer approgriate | and it needs 16 be replaced by the new ores. The resules of the sludy shows that thae
e sorme commercal code reguiaticns the: reed (o Be reviewed namely: () reiates 10 the definlion of the
foninact and the parties involved in the mxking of the contract: (2) /115 necesssey (o delermné che imds of




2}

R AL e

vty ang responsibiity of the carrier, and the prorectiun of shippers Lustomers); (3} From tre resulls of the
cormparties studies at the Fort Klang Melapso demonstyate that normetively Indonesis 5 not left Derwd in
sgrms of Meguialing commercial Code. I demonsitates That in practice lagorenz 85 IMposed (e {fagew-isky
fuies 1958, ailthiough Indenesia has not et raified i Gn the other hang| Malaysia st shposes the Hague
duje (924 The facts prove that Portiiang i Maiaysia is more advanced shan e ports o bndanesia in teams
of enirastrugture averability. Fortklang engagesin 1 3% rank emaong ports in the workd, while the ports in Indones:a
are nof incuded in the world rank,

Ky wards: Bafarm, Commercial Cede, Consumer Protection Law

BHSTRAK,

S i Eprtujuan Latuk merevicw beberapa kotentuan commerciol code di Sidarg pelapara yang sudak tdak
memadzi lagi dengan peskermbangan zaman. Pokok permasalakan yara menjoci fokus kajiar adalah
bacaimarakat. percembangan dari commercial coce yang ‘nengatur bidang pelayaran pada saatini d! Indonesia?
¥ernrtuan-kelentuas yang manakah dari commarcial code yang perly direvicw untuk menisrrin pedindungan
sukamm kansumer? 3agaimanakah pelakeaan commeioal code i Pelatuhan Pordlang Malaysia segaqai bahan
peibandingan dengan pelabuhan 4 indonesia?. Peaghtian ini mengikun tradisi penelitien hueum nosmatf
Hzlar-nahan Fukes dikespilkan dergan studi dokumen baik terhadap kahar hukum prigier mauper bahan
Luwaem sekenger, Bahan-bahan hukaree dianalisis berdasarkan a3l terra dan anansis gl Analsis torr 3 ditekarkan
pada tonik-topik kezemtuan tukum dari commernal code yang pedu ditinjau ulang, sedangkan anakss iy
Gitsjusan pads muatan isi dari ketentuan hukem davi commercial cote yang sudah tdak sesuai lag: untuk
upaatikan yang oary, Hasil kgjian menurjukian bahwa tedagat beberapa ketentuan commercial code yarg
cork, Cirtviews yarnu terkait dengan pengertian kentak dan pata pirak yang terfbat daiam cembuatan kontaak,
Seiu pengstszan secara jelas dan teges terlang wwajkan dan bales-batas 1angyy ~gpavwal pengangkut, sena
pe-irdurgan terhadap pe~girim dan penerima barang (konsamen). Dar hasil kajisr: perbandingan di Pelabuhan
Igrtaiany Malaysia Menunilkkan bahwa sesungguhnya Indoaesia Ldax tertinggal datam hal pengatusan
Commercyl Code, Dalarn praktik Irdenesia teélah memberlakukan Hageu-Wisty Auies 1968, maskipan belum
ada \molasan tentang sudzh diratifivasi atay beum, segargkan Wa'aysia masih member'akukan Hague Rule
1924, Fakte menunjurkan balwa Portklang di “alaysia lebih maju dibandingkan dergan pelabuhan di Indonesia
czam hal ketersediaan infrastryktur. Portklang menemaza rangkin 13 ¢i setare pelabuhan-palabuban didunia,
sedangkan pelabuhan-pelabuhan di 1ndosesia tidak ada satupun yang masuk “tungan rangking yang
dipgititungran,

Kalegangl: Pembaruan, Commercial Code, Perlingingar Hukum Konsumen

|. PENDARULUAN

Istilah Commerzial Code atau dalam peristilahan lain disebut dengan Commercial Law memiliki
Leberapa definist, Wikipedia memberikae pengertian Commercial Code sebagai 'z commertial code
in a2 spaificarion of private law relating to mevchang, trade, businest ertitiesfespecially companies), commar-
ciit comirgers and other matters such as negoniabls instruments’. (heepy/Yenwikitedia.crg/wiki/
Commergial_code)

13 beberapa nepars, Cammereial Code juga disenur dengan istitah panp berbedabeda, di Peeancis,
penveburan istilah int adaleh ‘Code de Commerce’, vang diberlakukan sejak cahun 1807 sebagai
salal satu bagian yang distur dalam Nayoleor Cude. Aspek yang disrur meliputi marsaksi bisnls,
kepailitan, hubeam bisnis dan varisdiksi pengadilan dalam menyelesatkan permasalaban teckait.
I, fepang, vaitu Commercial Cade of lapen, memuar tiga buky, yairu Buku 1 rentang Kerentuan
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Urnuee, (General Provisionj, Buku ({ mengenal Perusahzan {Corgorarion) dan Buku Hl memuat
pengaturan melalui pasal-pasal {Commercial Act).

Di dalam istilah [ndonesia, Cemmercial Code diterjemahkan dengan ‘Hukem Dageny’, vang
sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang {KUAD}. Oleh karena itu Com-
mercial Code di bidang pelayeran pada judul tuisar. ini dapat diartikan sebagni seiurub regulasi
yang mengatur mengenai keglatat aiaga atau kometsial di bidang pelayaran. Aspek niaga dalam
kegiatan pelayaran di anearanya adaialy, kegiatan usaha jusa perairan, pengaturan warif, penvelesaan
senghety dan pengaruran langgunpawab pelaku usaha di bidang pelayaran yang dizwur datem
Buku [L KUHD (khosusnya Bab VA rencang Pangsngkutan barang) dan perasyran terkait,

Berdasarkan cicik tolak dati cakupan Hukum Meritim dalam arti luas, menuro: M. Husseyn
Urnat, Hukum Maritim meliputi baik hukum yang bersifat privat {keperdaraun) maupun hukum
publik. Lingkupnya meliputi: (a) Ketentuanketentuan yang menyangkue Hokum Privac
{Keperdataan} secara khusus terdapac dalam Buku [ KUHD dengan judul: “Halehak dan
Kewa)iban-ewajiban yang Timbul dari Paluyaran”; {b) Ketentuanckerentuan yang menyangkyt
1ekum Publik pada umumnya mengenai aspek teknis/nautis pelayaran, peraruran ekenomi
{seperti pecsyaratan iain wsaha Al) perdupac di berbagai peracuran perundangan yang rersebar
(Ordonapsi, undangundang, peracuran pernerintah, surat keputusan menteri dsbl,

Di bidang Huleum Privat {Perdara), Buku Il KUHD memuart matert bukum vang mefipuci: (1}
Kapal laut dan muatatnyz; (2) Pengusaha kapal dan pengusaha pelavaran: [3) Nakheda, wwak
kapal dar. pelayar; (4) Terianjian ketja g (5) Mencarterkar dan mengaster kapal: (8
Pengangiutan barang: (T} Pengangkutun orang: (8) Tubrikan kapal; (93 Kapsl karam, kandas dep
peremuan batang di laug; (10) Astrans: 2rau pertanggungsn terhadap bahayabahaya di laus; (1)
Awar (kerugiar: di lav2); (12) Hapustya perikaran-perikatan dalam perdsgungan wut; {13) Kapal
dar alut pelayarap di sungai dun perairan pedalaman {(Umar, 2C01: £57-138.),

Kondisi saat ini, ketentuanketanouan dalum Buku [[ KUHD banvak vang sudah kednggalan
seman, ksreni adanya perkembangan reknologl, polapela wansportasi dan kanvensi-konvensi
inrernasional. Dalam prakeik di dunia pelayaran, terutama pelayaran dari atau ke luar negeri
digunakar. ketentuankstentuan yang lazim bestaku di dunla internastonal, sehinggs ketentuan-
kerenmean yang terdapat dalam KLUHD sepepuhnya dikesarmpingkan. Demikisn pula pelaysrae
dalam negeri, beberapa ketentuan penting KUHD t:dak dapat dilaksanakan, 2.5, mengenai batas
tangyongiawab penganghkut vang tidak memadai karena besacaya batas gant rugi secara norinal
alan ketencuan Pasal 470 dan 474 yang tidak mencerminkan batas ganti ragi yang wajar {(Urnar,
7001: 162-163). Di bidang hukuem publk, khusunya mengenal halkal vaey bessifar rekais dao
juga yahig menvangkut kesejohireraan sosial rerdapar berbagai kesen’angan kurena sebainon besar
diri KUED tensebut belum mengalami penveseusian dengan hertagyi konwensl internasional,
meskipin beberaps konvensi telyin diratiiikasi oleh pemerinzah fadonesia (Umar, 2001 {731

leh kasena iny perlu dikaji lebih lanjuc mentang petmasalahat ini. Untuk i, kajian ini akan
difokuskan pada pumusan masatah sshagal berikut: (1) Bagaimanakah perkembangan commericl
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code ang mengatur bidang pelayaran sagt ini di Indenesials (1) Kerentuanketentuan yany muanakah
dari commercial code yang perlu ditinjau ulang untuk mendulkung pertindungan kansumen di
lndenesia saat ini?; (3) Bagaimanakah pelaksanaan commercial code di Pelabuban Portklang Ma-
avsia sebppal bahan handing dengan pelsbuhan-pelabuban df Indonesia’

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengibutt cradisi pentlitian hukum nariasit. Bakan-bahan hukum dikumpulkan
dengan studi dokumen buik terhadap bihan Wakum primer maupui bahan hukurs sekunder,
Meskipun pencliti rerjun ke lapangan, narpur bahan Faeurn vang dikumpulkan tetap berapa
hakanbahan hukum baik yang primer matpur. sekunder yang dicrientasikan untax menjawal
permasalanan bukem yang disjukan. Bahan buban huskura ressebut dianalisis berdasaskan analisis
rerua dan analists ist. Analisis tema ditekankan pada topik<opik ketentuan hukum dasi caintes
cial code vang perlu ditakukan evaluasi dar juga direview, sedsnghkan analisis (i ditvjukan pada

muatan isi dari kecencuan Aukum dar cammengial codé yang perin direview.

}1. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
& Salintas 1entang Perkembengan Commercial Code gl Indonesia

Menurut sejarahnya, KUHD (ashinya WivK) yang beriaku &3 lodonesia berasal dari Negara
Belanda. Di Belanda senditi WK mula dinyacakan berlaka sejak | Okrober 1838, Pada wakes
#u dunia lear memuii kodifikasi yang dilakukan uleh pemeriniah Belanda, karens tard
netSLNANTYS Sangat bai k. Tetapi kemnudian tejoc dah kemaitian yeng sangal pesat {revolusionen
dengan ditmukarnya Mesin Uap yang direrapkan pada kapalkapal laut, sehingga kapalcapal
rersebur berlayar dengan menggunakan Mesin Uap. Perubahan ini membawa akibat besubahnya
hukum Bagi nakhods dan pace pengusaha kapal, terurama vang terkait dengan ristko. Dengan
digunakannya uap untuk menjalankan kepal, maka kodifikasi tahun 1838 yang dulunya meadapat
puiian, kemudian dianggap sudah ridak ramadal lag dengan perkembangan kernujuar: tekonologi
perkapalan (Soedjono, }%82: 101

Melihat persembangan tersebut, rerdapat upayrupaya anruk memperbarst Hukum Levz, yang
dianggap sudah ketinggalan zaman. 1. payaupaya tersebus oleh HM.N. Purwosugipro diringkaskan
sekagai berikut () Pada 2khir abad ke-18 (1893), atas dorongan dari Kamar Dagang Rateerdam
diusulkan kepada Pemerintah Belande agar memperkaryi Hukom Leut. Komégi vang dibentuk
clel Kamar Dagang tersebur Berhasit mengumumkan reasand perubahan/perubaruan Hukurs
Layr pada tabun 1902 {b) Karena desakan dan dorongan kepada pemerintah Belands ini makin
santer, maka akbiznpa pada tahun 1905 Meneeni Kehakimar: Belarda pada wakou ivu, MrEEVare
faalee, mermerirtahkan kepada ProfMe W.L.PA Molengrasff untuk menyusun refgana
pernbaruan Huluem Laut dan Rercana tersebur telah selesai pads tahun 19C7: (¢} Rencana retsehur
kerudiun dikicirn kepada Raad van State untik advis, yang burw diberikan pada tahun 1910; ()
Deagan disahkan Trakist Bnosels puda rohur 1910 tenmang Tubruksn Kapal vang rolong dan
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uang penyelamnat (hulp en bergloon), maka rencana undangundang tersebut disesuxikan dengan
Trakrae Brussels aleh penyusunnyz dan baru pada rahun 1914 dapat diumumkan: (e) Pada rahun
1920 tencana undangundang pembaruan Hukum Laot it oleh Merteri Kehakiman Belanda
pada waktu iy, Mr,Heemskerk diajukan kepada Staten Generaal; {f} Pada tahuo 1924 rencara
undengundang rersebur dibicarskan dalam Staten Ceneraal dan pada tngal 22 Desernber 1924
diundangkan dalam 5.Ned.1924-573; (z) Pada tahun 1924 itu juga telah diterima sebagai perjanjian
inrernasional “The Hegue Rule”. Inl merupakan suaty alasan untuk merubah undangundang
tentang “Hukum Laut” yang baru saja dundangkan itu, Hal ini terjadi pada tahun 1926; {h)
Undangundang Hukum Laut Bard tahun 1226 ini mengatur tentang: kapaldeapal laut, penpusabia
kapal, nakhoda, carter kapal, pengangkutan laut, dan rbrukan kapal. 1m1 oulai diberlakukan
sejak 1 Pebruari [927 bersama-sams dengac undang-undang tentang: SursrSurac Laut
(Zeebrievenwer) vang diundangkan pada tanggat 1C Juni 1926 (S.Med 1926-171); {i) Undang-undang
tentang Hukum Laut yang baru tersebut secelah dilakukan beberapa perubahan kemudian
diberlakukan di Hindia Belanda (Indonasia) dan semua daerah jajahan Belanda lainnya. Unwuk
Eindia Belanda {Indonesia) Hukum Laur yang bard ind dirasuklkan dalam 5.193347 jis 38-1 dan
2, yang mulai herlaku pada 1 April 1938. Pembetlakukan tersebut didasarkan pada ases
Lonkordansi, yakni W.«.K Hindia Belanda konkordans dengan W.v.K Belands
(H.M.N. Purwosutiipta, 1985: 5-8).

Sejak proklamast iT Agustas 1945, WK indooesia (KUHD) teap diberkikukan berdasarkan
pada asas tolerarsi yuridis Pasal Il Aruran Pe raliban LLiD 1945: “Segaln peraturan perandang
undangan dan lembaga negata yang ada masih tetap berlakuy selama selum diadakan yaog bard
menurut UndaogUndang Dasar ini”, Dengan demikian sejak proklamsi 12/8/1945 KUHD tetap
dalam keadaan seperti pada saac diberlakukan oleh pemerintah Belanda.

Semangat kemerdekaan Indonesiz telah membangkitkan bangsa Indonesia unnk membangun
dar: mengembangkan industri peiayazan nasional, yang selama 2aman penjajahan dikussi oleh
perusahaan pelayaran milik Belanda, Pefayaran pantas {zabotage), vaitu peluyaran antar pulau du
[ndonesia, sejak tahun 1891 dikuasai dengan hak monopali oleh N.V. KPM {Kuninklijke Paketvaart
Maatschappiy) yang resikat oleh suam kontrak yang disebut “Groot Arcripel Cenenae:” dengan
pemerinuh Belanda. Untuk pelsyaran ke/dari luae negerl, diselenggarakan olch perusahean:
perusihiaan Belanda lainoya dan milik asicg.

FPerubzhan kebijakan terjadi pada tabun 1336 setelah dikeluarkannya [ndische Scheepauariwet
1934 (UU Pelavaran, S.1936. No.700) aleh pemerintabh Belanoa. Undang-undang Celayaran 1936
ietd yany menjads dasar perpururan pelavaran ¢ ctelah [ndancsia merdeka berdasarkann asas toleransi
yaridis. Perkembangan beberapa peratuczn perundangan yany menjad; dasar pengation
pelayaran setelzhy Indonesia merdeka seperti diuraikan herikut ini, vang meliputs: () Rezin LU
pelavaran 1936; (b) Rezira UL No.21 Tanun 1992 tentang Pelayaran; dan (c) Rezim LU Mo 7
zohun 2008 enrang Pelayaran.
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a. Rerim UL Pelayaran 1936

Bebetaga peraturaniperaturan pelaksanuan yang lahir berdasarkan UL Pelinaren 1936 rersebut
antatra laine (a) PP No. 61/ 1954 rentang Perusahasn Muatan Kapal Laut; (b) PP No. 47/1957
rentang penyelenggaraan pelayaran dalam fungsinva untuk perkembangan ekonomi sosial; (¢} PP
No.ll tahun (962 tentang revisi atas PP No4T tahun 1957 meskipun tidak secara ekspilit
mencaburnya; (d) PP No.S Tahun 1964mencahur PP No.47/1957 don PP Wo 12/1962; {e) T No.?
iahun 186%menyempurnakan PP No.§ tahun 1964; () INPRES No 4 rubun 1985ditcjukan untek
melaksanakan dan mengambil fangkablangkah guna makin memperlanear arus barang anzag
pulau, ekspor dan impor, dalam rangka peningakatan kegiatan ekonomi dan ekspor komodin
nonmigas; () PP No. 25 tahun 1985 secara fundamental mengubah ketentuan vang dianut dslam
PP No.2/ 196% dimana kegiatan bongksr mia termasule datam lingkup ¥egiatan perusahaan
pelayaran: (h) PP No. 17 Tahun 1988 (Paxro 21); {i) INPRES No. 3 tahun 19¢1 mengazur kembali
+ta lakszna ekspor dan impor dengan mengembalikan fungsi dan rugastugas Direktorat fenderal
Fea dan Cukai dan menetapkan kembali wewenang dan tugastugas operasional pelabuban,

khusunya Surveyor yang ditetapkan oleh pei nermneah,

b, Rezim LU No.2! Takun 1992 tentang Pelavaran

Undangundang ini mulai berlaku 1 September 1997 dan mengarur segala aspek palayaran
baik naueikteknis, ekonomi pelayatan, mavpun habhal teknis perundangundangan yang lazim
yairu ketentuan pidana, ketentuan peealihan dan penutup. Secara subranclf muatap LU rersebut
meliputi; kenavigasian (lalu lineas di Tauy), kepelabuhanan, perkapalan {termasule kelaiklauran
kapal), peri kemas, pengukuran, pendafiaran kapal, awak kapal, pencegzhan dan penanggulangan
pencemacan laut oleh kapal, pengangkutan, kecelakasn kapal, pencarian dan pertolongan, serta
surniber daya manusia.

Dari aspek ekonom| Undang-undung ini membuar terobosan penting karens memuat
ketentuan yang merapakan kebifakan dasar unsck mengembangkan armada niaga dan ussha
pelayaran nasicnal yang selama inl helum pernsh d iterapkan dengan LILL Dalam Undungeundang
rorsebur disebutkan adanys 61 kali mengensi perlunya peraturan pemerintah. Yang menarik
terkait dengar, Commercial Code adalah pergaturats tentang nakhoda/pemimpin kapal dan anak
buah kapsl. Ketentuan rersebuc mentmbulkan kerancuan menglngat Buku 1T RUHD juga
mengatiur hol yang sama sceara luss, Memang Jaiam ha. ini dapat diterapkan asas lec poszersiare
deregat lex priovi. Namun jika dilihat daci masalahinya pengaruran yang terdapat dalam KUHDR
Buku Ii jauh lebih tugs jangkavaanya.

Masalah awak kapal ini sebenarnya mengandang 2 aspek, yairu aspek hukum publik dan aspek
hukum privat. Aspek hukum publik terkait dengan tugas, tangguninawat dan kedudukan awak
kupal dalam penegakan peramuran rerkiair keselamutan kapal dan pelayaran, Aspek priva terkait
hubungan hukum antsra nakhoda dan anak buah kapal dengan pemilik atau operator kapal

dengan pemilik/ pecgirim barang,
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e Rezim UL No.17 tabun 2008 teatang Pelavaran

Dalam pesjalanan wakss, Undangundang No.21/1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan
penvesualan katena telah terjudi berbagai perubaban paradigrma dan lingkungan strategis, Baik
dalam sistem ketaraneparasn Indonesia seperti penerapan otonomi daerah arau adanya kemajuan
di bidang ilmu pengecahuan dan wknelogh

Pengertian “pelayaran™sebagai sebuah sistem relah berubah dan meliputi angkutan di perairan,
kepelabunanan, keselamatan dap keamanan pelayaran, serta perfindungsn lingkungan mariten.
Pengertian ini memeriukan peavesuaian dengan kebutuhasn dan perkembangan zaman sersa
Imu pengetahuan dan reknalogi agar dunia pelayaran. Indonesia dapat berperan di dunia
internasional, )

Aras dasar hal-hal tersebur, maks disusunlah UU Pelayaran baru vang merupakan
penvempurnan dari Undangundang No. 2171992, FPenyelenggaraan pelayaran sebagai sebuak
sistern diharapkan dapat memberikan manfaat yaog sebesarbesarnva kepada seluruh rakyar.
bangsa dan negara. UL ini diharapkan dapat memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian,
dengan mengutamakan kepencingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi aatara pusst
Zan daerzh, serta pertahanan keamanan negara,

Undang-undang No.17/2008 memuat empat unsur vcama yakni angkuran di
perairan kepelabuhanan, kestiamaran dan seamanan pelayaran, serru perlindungan fingktngan
matitin, Keempat unsur utama ersebut dupar diuraikan schagai berikut: (a) Pengaturan bitlang
angkutan di peraicun memuat prinsip pelaksanaan asas caborage dengan caru pemberdaysan
angkutan laut nasional yung memberikan idim kondusif gura memajukan induser angkutan di
perairan, Ini ditempuh antara fuin adanye kemudahan di bidang perpajukan dan permodalan
dalam pengadaan kapal secta adanya kontrak jangka panjang uncuk angkutan. Dalam rangka
pemberdayaan induseri angkutan laue musioral, dalam UU ind diseur pula mengena: hipotek
kapal. Pengaturaan ini merupakan salih satu upsya uncuk mevakinkan kreditor babwa kapal
Indunesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundangundangat, sehingga
diharapkan perusahaan angkuran laut nusional akan mudah memperofeh dana untsk
pergembangan armadanya; (b) Pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuae ketennian
mecgenai penghapusan monopoli dalam penvelenggaraun pelubuhan, pemisahan antara furgs
<eguluter dan operator serta memberikan peran serta peinerintah daerah din swasts sécara
propusional di dalam penyelenggaraun kepelubuharan; {¢) Pengaarn untuk bidang keselormaran
dan keamanan pelavaran memuut ketentuan yang mengankisizas kemajuan reknologi dengan
mengacy pada konvensi inrernasional vang cenderung menggunokan peralatun nutakhir pada
sarana dan prasarana kesclamatan pelayaran, di samping mengakomadasi xetentuan mengenal
sistem keamanen pelayaran yang teemuat dalam “Tnsernational Ship and Port Facility Security Code™;
(d) Penparuran untuk bidang perlindurgar lingkungun maritim memuat keterruan menjenal
percegahan dan penarggulangan pensewaran lingkurgan laut yang bersumber dar pengoperas:an
kapal dan satana s¢ienispya dengan mergakomodasitan ketentean intermasional gerkait scpern




"lyrerpasional Conuention for the Prevention of Pollutior: from Ships”.

Selain kempat hat tersebur, yang fuga distur secara tegas dan jelas dalam UL icit adalab
pembentukan instinusi Yidang penjagaan iaus dan panrai (Sea and Coast Guard) yang Jibentuk
dan Lectanggung jawab kepada Presider. dan secara weknis operasional difaksanskan oleh Menterl,
Penjaga laut dan partal memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan
dun keamanan pelayazan, dan fungs: koordinasi di bidang penegakan hukum di huar keselamatan
pelayasan. Penjagaan laut dan pantai terschut merupakan pemberdayaar Badan Koordirasi
Keamanan Laur dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Dengan pengagdran ol dihatapkan
penegekan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapar dilaksanakan secara
rerpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingea tidak cedjadi turupang tindih kewenangzn
punggakan bukum di laut yarg dapat mengurungi citra Indunesia dalam pergaulan antarbangsa.
Techadap Badan Usahae Millk Negara vang sclama ind telah memvelengzarskan kegiatan
pengusahasn pelabuban tetap dapat menye lerggacakan kegiatan vang sama dengan mendapatkan
pelimpahan kewenangan Pewetintah, dalam vpays meningkarkan peran Badan Lisaha Milik
Negara guna mendukung pertumbuhan ekoromi.

Dengan diundangkannya UL 17/2008, berbagai ketentuats yang terdapar dalam peraruran
perundarpundangan lain yang berkaivan dengan pelayaran, smaara Jain KUHD (Wetboek van
Koophandeld, Ordonansi Laut Teritorial dan Langkungan Maritim Tahun 1939, U No, | Tabun
1973 tentang | andas Konfiten [ndoncsia, UL No. 53 Tahun 1983 rentang Zena Ekonomi Eksxlusif
TIedanesia, ULF No, 17 Tahun 1985 rentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Banpsa-Bangsa
wenteng Hukum Laut 1982 (Linited Naupns Comvention on the Law of the Sea, 1982), UL No.&
Tahun 1996 reatang Peraitan Indonesis, UL No.23 Tahun 1957 tentang Pengeloluun Lingkungan
Hidup, UU No, 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan sepanjang menyangkut aspek keselamatan
dan keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan UU ini.

Dalam UU Ini kebijakan bara yang fahir adalah terbukanya peluang bagi diperlakukannya
orivatisasi dalam penyedinan layanan kepelabuhanan. Kehijakan privatisasi yang dikembangkan
dalam penyediaan lavanan pelabuhan irs diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaiau: {a)
Menaikkan efisiensi manajemen layanan pelabahan; (b} Mesmberdayakan sekeor ewaste unmk
renginvescasikan dana mercke dalam mengembangkan dan mengopesasikan infraserukrur dan
faslitas layanan pelabuhans (&) Menatik pasar baru, investast, dan aplikas; wkrologi dari sektor
swasra vang memillks kinerja lebih baix datam menge.cla layanan pelabubur; (d) Meningkatkan
kualitus layanan konsumen dengan hargs bersaing.

Model vang dikembangkan dalan: privasisast pelubuhan ini adalzh publicswases yang
memposisikan fungsi regulator pelabulian dun pemilik tanah pelabuhan puda wilayah publik
(pemenntah) car: membetikan ruang bag? swasta untux masuk dan berkompetin pada wilagah
operator pelabuhan, Upaya peningkatan sembilan layanan pelabuhan dalam UL ini
diembangkan dengan membangun intera ksi yang relevan anrara ototitas pelabuhan, operator
pelabuban dan pengguns layaran jasa pelabuhan.
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Pola interakst cersebut merupzakan perwujudan duri insegrasi ketiga komponen untyk mencapai
rujusn hergama yaitu optimalisasi palayansn. Dengan demixian sezula jenis pelayanan jasa yang
dlusabakan d| pelabuhan tidak boleh rerpisat dari kontribusi semua komporen yang terlibat
dalam keglaran pelabuhan, batk vang teriadi secata langsung maupun tidak langsung. Target
vang inpin dicapai dari interaksi ini adalah optimalisasi pelayanar pelabuhan,

Tetkair dengan Commercial Code, beberapa hal vang perlu dipethatikun adalah usaha jasa
rerkait dengan angkutan di perairan, yaiti: {1} Bongkar muar barang; {2) Jasa penpurusan
transporasi; (3} Angkutan pesairan pelabuhan; (4) Penvewaan peralatan anghutan laut atau
pecalatan jasa rerkaft dengan angkutan liut (3} Tally mundiri; (6) Depn peti kemas; {7) Pengelalaan
xapal (ship managemant): (8) Peransara jusl beli dan/atau sewa kapal; (9) Keagenan awak kapal;
(10} Keagenan kapal; dan (11} Perawatan dan perbaikan kapal. Berbagai usaha useha jass rersebut
di samping mengendung aspek hukum publik sepecti perizinan, juge mengandung aspek hukom
privat roisalnya terkair dengan kontrak-kontrak yang harus dibuat.

B. Beberapa Ketentuan Commercia’ Code yang periu di Review untuk Menjamin Perlindungan Hukum

Konsumen ¢ Bidang Pefayaran

Aspel Hukum Privat (Perdata) tentang penyelenggarsan angkutan laut di Indonesia sumber
uramanya adalah Buku T KUHD, Muaian isi dafam Duko 1 remsebur mengacur hak-hak dan
kewajiban-kewsjiban vang timbul dari pelayaran. Cakupan meterinya cukup luas yang pada
pokekeva mengatur halhal vang berhubungan dengun kapal lact dan mustannge, peilik/
peryasiha kapal, nakheda dan awak kapal, pengangkutan batang dan orang, tuerukan kapal.
benvung kapal, kerugin di laue (swar), asuranst laut, hapusnya perikatan-perikatan dalam
perdagangan rmelalus laut dan juga mengenal kapal dan alat pelagaran sungai dan perairan
pecalaman,

Ketennan ketennuan yung terdapat pada Buku 1 KUHD teesebut merupakan produk hukem
dari masa Kelonial Belanda dan isinys prakeis tidak menpalami perubahan hingga soar ini. Padahal
dilihat dari perkembengan Hokum Maritim internasional das bahkan untuk memenuhs
kebutuhan dalam negeri sckalipun banyak dari kerenman-kerentuan gersebut sedab fidak memadai
uniuk dicerapkan, Pade szac ini, bechapai konvensi interrasional wwlah lahir dan bukkan sebagian
besar selah diterapkan dalam praktik angkuran laut dan palayaran interrasional. Konvenss vang
paling menonjel adalah Konvensi Brussel 1920 mengenai penyeragaman ketencuan tentany
korosemen (B/L) vang terkenal dengan nema Hague Rieles, yang kernudian rengalami perubahan
dalam Protokel 1967 .sehi_ngga terkenal denzan nama Hilq'ae-\r".ﬁ‘-‘_\' Bades. Dialam packa e zelzh
lzhir pula Konvensi Pengangkutan Melalui Laug 1982 yang dikenal denyan nama Hemburg Rules
yang dimaksudkan untuik pada waktunya menggantikan Hegue/Hague Visby Rules

L samping itu terdapac pula Konvensi Mergenai Angkuran Barang Multimodu 1980 dan
kiwusus mengens’ anghutan penumpang dan barang bawaatiya. D sisi lain juga terdapat locotesms:
(Inremationa! Commencial Terms) 2010 sebagai usaha deri pelaku bisnis internasional dalam
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pengaturan kegiatan bisnis angkutan laut. Incotermadalah kedifikast dadd peramiten internasional
wntuk keseragaman interpretasi pasal-pasal kontrak dalam perdagangan internasional,
Incatermmertpakan perjanjien antara seller dan buser. Dalamlncoterm seller dan puger
meresapkan halhal yang harus dilakukan dalam suatuseles conmactunruk menghindari persefisihan
dalam pengangkutan laut Berbagai koovensi dan peranuzan lainnys yung bersifat inrernasional
tersebur perly mendapatkan perhatian unsuk pegembangan bukum privat maritm di Indonesia
ke depan.

Berikue ini diutaikan hasil ceview terhadap beberapz aspek pengargkuran barang melalui iaut
varg perlu mendapatkan pechatian untuk perabaruan Commercial Code Tndonesia ke depan.

1, Pengertian Kontrak dan Para Pilhak yaog Terlibat

Sebuah kontrak pengangkutan barung melalui laur pada ivticya meiibatkur dua pibak yain
pengirim (shipperidan pengangkut {serrier). Namun dalam praksik, pengirimon barang mtlaluj
laut melibatkan banyak pitiak yang masingmasing mempunyid fuayst dan kepentingnys sendiri,
Paca pitak tersebut meliputi: {a) Pengirim barang (shippes), yaitu orang atau Ladan hukum yang
memiliki barang untuk dikirim dari satu pelsbuhan asal ke pelabuhan tujuan; (b) Penerims batang
[eopsignes), waitu Orang atad badan bukutn yang akan menerima barang yang dikirim oleh shipher:
() Ekspedisi Muatan Kapal Laur (EMKL) arau freight forwarder, yaitu perusahaan yung ditunjuk
mengurus Jan menyelesaikan dokumen angkutan laut, baik ekspot maupoun impar, termasuk
mengangkut barang dard gudang shipper ke gudzng lini 1 ateu mengangkut barang darl gudang
lini k ke gudang consignee. EMKL dapat berfungsi sebagai wakil eksportie dan dapat puls berfunpst
sehagai importir; (d) Perusahaan Bongkar Muat (PBM), perusahaan yng khusus bergerak dalam
keglatan bongkarmuat dar dan ke kapal. (¢) Pengangkut basang {cwrrier), yoitu perusahaan
pelayaran yatg melsksenakan pengangkutan darl pelabunan muat ke pelabuhan rujuan; () FT
iPersero} PELINDQ, adalan BUMN yang menyediakan fasilitas pelabuban, baik fasilitas untuk
kapal maupun untuk barang; (g) Bea dan Cukai, pihak yang bertanggungjawab tethadap batang
barang yang dibongkar-muas dari dan ke kapal sehubungan dengan pongutan paisk ekspordmpor;
() Karantina Hewar Tumbuhan, merupakan pihak yang bertanggungjowab techadap pergawasan
Lesehatan barang (hewan dan qembuhan? yang dibongkar-rauac dari dan ke dalam kapal.

Tika dicermati secara seksama, KUHD belum mengatar secara jelss pergertian perjanjizn
pengangkutan dan pihakpibak yang menjadi subyek bukum dalam perjanjian versebue. Pasal
466 KLIHD hanya mengatur pengectian tentang pengargkut. Untuk merjamin adanya kejelasan
dan kepastian hukum dari para pihak yang menja di subyek hulum dalam perianjian, mak
diperlnian mimasen yang Jelas tentang pengertian perjaliian pengangkutan don juga pihak-pihak
vang menjati subyek hukumoya, Untek n divsatkan remusan sebngai berikut:

2. Konmak pengangkutan tarang melalui laut (Contract of carriage of guods by sea) adalah kontrak
pengangkutan barang di mana antara penganghut dap pengirim bersepakat untuk membawa
barang di atas kapal faus daci satu pelabuhan ke pelububan lain dan melipun pola kepiatan
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penyerahar barang di wilayah laut yang disepakati dalam perjanjian.

E. Pengangkut {Camier) adalah setiap orang atau badan hukum yang pamanys tertvang dalam
perjanjian pengangkutan batang melalui laur atau pihak yang melakukan perjanjian kepada
perusahaar pelayaran berdasarkan perjanjian carter menurut waktu 2tau carter menurur
perialanan,

¢ Pengitim barang (Skipper) adelah sctiap orang arau badan hukum vang melakukan perjan;ian
penpangkuran barang melului laut dengan pengangkut yang memiliki nama atas barang
tersebut yang diangkut oleh pengangkut,

d. Penerima barang (Consignee) adalah orang atau badun hukum yang herhak untuk mengambit
pengiriman barang.

2. Kewajiban Penganglut
Kewaiiban gengangkut diaeur dalam Pasal 467 KUHD, yang menentukan bahwa Lewajiban
pengangkut adalah menyelenggazakan peaganghutan burang dan menjage keselamuran barang
vang diangeut mulai deri diterimanya dari pengieim sampai disersbkannya kepade penerima,
Ketentvan teesebut dipertegas oleh Undangundang Ne.17/2008 tentang Pelayaran pada Pasal
38Byang menentokan:
1} Perysohaan argkutan di pecairan wajib mengangkut penumpang dan/atay barang terucama
angkutan pos vang disepakati dalam perjaniian pengangkutan.
2) Perjunjian penpgangkutan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dibukeikar dengan karsis
penumpang dan dokutnen muatan.
1) Dalem keadaan rertenty Pemerintuh memobilisasi animada niaga nasional,

Dari rumusan yarg sudah ada. buik pads KUHD maupun UU 17/2008, divsulkan ramusan
bagy untuk memperbarui KUHD sebagai berikuc

Kewajiban Pengangkur

Pengangiu wajib membawa barang ke tempat tujuan dan menyerahkan barung dalam keadaan

sesuai dengan kondisi kerika mereka menerimanya,

Pengar.ghur wajib membawa tanpa ada penundaan.

3, Tanggungiawab Pengangkut

Unruk rangsungjawab pengangkur dintur dalam I'sL.468 ayat (1), (2) dan (3) KUHD, Dari
kewsjibar: yang ditentukan oleh undaneundang, melahitkan ranggungiawsb pergangkur, yairu
menjaga keselamatan batang yang diangkutnya, Oleh xarena i, segale hal yarg mengganggu
keselamatars barang, yang merugikan pengirim atau penerima, menjadti tanggungjawab
pengangkue, Tanpgungjawab inl Lerarti sengangkut berkewajiban menangung segala kerugian
yang timnbul atas barang yang disngkutoyva selama dalarm batas-batas penganpkuran. Karena pihak
lawan dari pengongkus adalah pengisim, waka pengangkut harus bertanggungjawab kepada
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penpirim,
Rumusan pasalpasal yang mengarr rangpungjawab penganghor baik dalugn KUHD mavpur
Undangtindang Ne17/2008 dapat dicermati sebapai berikne ini.
Pasal 468 ayat {LJKUHD menentukan bahwa pengangkut bertangringiaviab atns barang yang
Giangkutmya sejak barang diterima olchnya sampai barang tersebut ditecahkannva kepada si
penerima.
Psl 468 ayar{2) KUHD menentukan Iahwa pengangkut diwajibkan menggant sepaka kerugian
yang disebabkan karena farang tersehur seharusaye atan sehagain tidal dupat discrahkonnys,
atau karena terjadi kerusakan pada barang ila, kecuslhi apabila dapar dibuktikan balwa tidak
diserahkannya barang atau kerusakan tadi disebabkan oleb suatu malapecaka yang selayaknya
sidak dapar dicegah maupun dihindarkannya atau cacar dari barang rersebuc atau kesalahao
daci yang mengirimkannya.
Pl 468 ayat (3 KUHD mencntukan bahwa Pengangkut juga bertanjgu ngsawab corhadap segala
perbuztan mereka yang dipekerjakan bagt kepentingsn pengangkutan dap segaia barang {alat-
alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan.

Pasal 468 KUHD rersebur dipertegas oleh Undangundang Np.17,/2008 rentang Pelayaran.
Pasal 40 menentukar

1) Pernsahaan angkutan di peraican berrangegung jawab terhadap keselamatan dan keafeanan
penumpang dan/atau barang vang diangkuinya

) Perusshean angkutan di perairan beranggung jawdd terhadap muatan kapul sesuai dengan
lenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjiat atau konrrak
penigangkutan yang telah disepakati.

Pasal 4lmenentukarn;

1) Tanggung jawsb scbaguimans dimaksod dalum Pasal 40 dapar dirimbulkan sebagai akibar

pengoperasian kapal, berupa:

2 kematizn atau lukanya peoumpang yaog diangkuts

b. musnah, hilang, atau rusaknya barang vang diun ghur

¢ keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang dianghut; atav
d. kerugian pihak ketiga.

2) Jika, dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, huruf
¢, dap horuf ¢ bukan disebabkan ole'y kesalahannyi. pezusahaan angkutsn di perairan dagat
dibebaskan sebagian atau sclurub tanggung jawabnya,

3) Perusehaan angkutan di perairan wajik mengasuransikan tanggung jowabnya sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan usuransi perlindungan dosar penumpany Umum

sexuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Darl rumusan yang sudah ada baik pada KUID manpun Undangundang 17,2008, diusulian
rumusats baeu untak memperbarai KUHD rentang tanggungiawab pergangkut sehagal berikur;

Pengangkut bertanggung jawab aras kerugian yang disebabkan oleh hilavenya aau kerusakan
barang serta dart keterlambaran dalum pengirinan jika kejadian yang menyebablan kehitangan,
kerusakan acau penundaan yang terjadi kecuali pengangkur dapar membuktikan ada keadaan
terpaksa sehingga dapat rerhindar dari anggungjawzb tersebur,

Untuk mempermangungjawablan pengangkue ini dapat didasarkan pada 2 {dus) hal yait
‘wanprestasi’ dan 'perbuaran melawan hukum’ (PMH). Szrana wanprestasi dapar digunakan jika
cesdapat unsur kesalahan dari pengangkut terkait dengan pelaksanaan kontrak yang merugikan
pengirim. Unsur kesalshan dapat meliputi kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh
pengangkut. Pengangkut dapar terbebas dari unsur kesalahan ini jika ia dapar membuksikan
bahwa perbuaranava ity benarbenar di luar kemampuan pengangkut atau dalar keadaan Joves
major {svermacht). Sementara ity, sarana pmb dupar digunakan jika pengarpkut melanggar
kerentuan perundang-undangan di luar koncrak pengangkuzan, seperti melanggar LU 1772008
dan Undangundany lain yang tetkait. Semuanya barng dibukakan datam proses peradilan cich
hakim,

4, Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut
Pembatasan Tanggungjawab pengargkur diatue dnlam Pasal 470, 474, 475, 476 dan 477KUHD,
Muatan isi Pasal 470 adalah sebagai berikue:
Psi 470 ayat (1) menentickan bahwa larongan bagi pergangkut memperianjiken tidak bevtangrungiawal
auite sekali asau hanya berangoenziawab sampai suatw batas havga revienty, bagl kerugan yang
disebabkan: (1) kwrang dingehakanrya pemeliharaan, perlengkapen, dar peranakbudhan rerhadap
kapalk (2) kurang divsahakannye kemampuan kapal wnwk menyelenggarakan pengangkuian *iuci
dengan pesianjian; (3} salah memperlakikan atau perfagaan terhadap barang yang diangkut; {4 jikea
ada fanjijanjl yang bermaksud demikizn adaleh batal

Psl 470 ayar (2) menennekan bahwa memperkenankar. pengangiur mempenanjtkan bahwa iz tudak
akan bestanggungiowal lebth dast sugi fimlah tertepty unmuk sepotong harang yang diangiinya,
kecuali kalau kepadanya telah diberitahukan centang sifar dan harga bavarg tessebuy, sehelum atu
pada wake barang it diterimanya. Adapun jumlah tevientu tersebur ridax boleh kurang dasi 600
{erars ratus) "gulden”.

Psl 470 ayac (3} menenpukan bahwa memperkenankarn pengargkur memperjanjikan, bahwa die ndar
akan memberikan susuate ganti Tug, apabila sifac dan harga barang dengun sengaja dibevitahukan

szcura keling,

15t Psl 470 harus disesuaikan dengan perkerabangan vang cerfadi dh dunia 1nternasional
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lkenvensid, Perlu diingat babwa nilai ‘gulden’ inu tidak sama dengue rupiah, sehingga perlu
diseeuaikan dengan kerentuan-keseacizan kaovensi internasional. Menunit The Hagas Rules Pasal
[V ayat (5) diterapkan scbanyak f. 100, dan menuru perusahaan lainnys ditetapkan sebanyak L%
500 Per koli. Menurve Protakol The Hague Rules tangeal 23 Pebruari 1968, jummah tersebut
diubah menjadi 10,000 - franc per koli azau 33 franc perkilogram dari herac koror barurg yang
rusak aran hilang. Menurue Konvensi PBB tentang pengunghuean Bamog Melalui Lour 1975,
Basal 6 dan, 16, adalah 835 saruon uang per koli aau 1.5 suman uang perkilogram dari berat
koror barang yang rusak atau hilang, Satuan vang ind menvrut Pasal 28 Konwensi tersebut adalah
“Soecial Drawing Rights (SPR) vang rilsinya ditetapkan oleb, Intematioral Monetory Fund,

Jumlah ganti kerugian yang diharuskan oleh Dasai 468 it harus dibatasi. fika tdak, maka ada
kemungkinan Pibak Pengangkut akan menderita rugi dan mungkin anub pailit, Akibatnya tidak
ada orang yung sanggup untuk menjedi penganghut. Agar bal itu ridak ceriadi, maska pembenouk
sadangundang membatasi jumlah ganti kerugian. Jadi, pembatasan gunti keruginn dapat
dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausyls dalam perfanjian
pengangkutan, konosemen atau charter party.

Gembatasan jumlah ganti kerugian tersebur diatur dulam Pasal 474, 475, 476 dan 477 rersebut
membedakan antarz pengangkit yang jugs menjads pengusaba Lapal dan pengangkur yang bukan
pengusaha kapal. Pengusaha kapal adalah seialu pengangkut dan dari scbak: itu dia bertanggung
jawah atas sernua barang yang diangkurnya dengan kupal terscbut. Tetapi pengangkat sang bukan
pengusahe kapal acdalah pengangleut dari sebasian muztan kapal atau beberapa potong dar padanys.
Oleh sebab itu pertanggung jawaban prugangkut yang buksn pengusaiha kapal iny cidak
digantungkan pada kemampuan kapal yntuk mernuat, tetapi dihubungkun dengan hak tuntatarnia
kepada pengusaha kapal.

Pasal 474 menentukan bahia apabila pengangkut itw adalah juga penguesta kapal, maka jumlah
ganti kerugian pada barangbareng vang diangkue deogan kapal vang tersangkursn, rechaces
sejumiah 5C (gulden) per meter Yubik is hexsih kapal teesehur ditambah dengan isi suangan mesin.

Pembatasan jumlah kerugian ini tidak berlaku bagi tap-tiap penistiwa, tetapt bertalian dengan
semma barangbarang muatat yang diangkur beramasama dalam kapal yarg hemangkutam. Hal
ini menjadi peniting, bila dalam pelayaran yang sama teriadi beberapa sebab yong tnenimbulken
kerugan, tetapi selalu barang lain yarg tetimpa kerugi-ab. Kessluruhan jumalab guro kerugian
vang karos dibayar oleh penganghut inilah vang dibatasi oiel undangundatu, Dengan demikian
maka terczpailah rujuan dar kerentuan uadurgundang, dengen wa-na pengnnghur dapar
remperhitungkan selurub risiko yang cenjadi bebannyz

nhuk perbendingan dengan & Malaysia babwa Rancangan COGSA Malaysia meningkarkan
rembatasan tanggungiawab pengangkut darl GBP1IC ke 666,67 SDR per paket/usitataa 2 SDR
per kilogram, dimana di antara keduanya dipiltih yeng t=reingt

Diusutkan rumusan rerkait dengan Bavis-atas Tanggy ngjawab Pengangkut:

Kewsyjiban pengangkut pada terjadinys kelutangan arau keruspkan barang, terbatas pada jamlah
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per paker atau anit pengiriman lannya atau per kilogram berat kator barang varg hilang amse
rusak, yang diatur lebih lanjur delam leraturan Pemertintah.

Kewajibon dart penganghut ot heterlambatan dalam pengiriman, diazur (ehih lanjut dalam Pevacuran
Femenintak.

Dalam kasus apapun, kewajrbar, pengargkut yang akan diatur dalom pevaturan pemerimiah harus
disesnaikan dengan menguk pada kereneian ingmasional

Pemkatasan Pemberian Ganti Rugi bagi Pengangkut:

Werugian sehagal akiber davi kehilangan atau kerusakan bavang dibatast sampal dengan fumlah yang
serara dengan 835 unit per paker atau wnit pengiviman lainnya atow 2,5 umt per kilagram berar kuzon
barang yang hilang awau nisak, rmara yang wbih tmggl.

Tavgaung jawab pengangkur atas keterlambatan dalawm perginiman dibaasi sampai dengan jumlah
sang setata demgan dua selengah kall pengitiman yang dibryar duri burang terienda, tetapn ridak
melekihi barang total hutang di bawah kontrak pengangkutun barang melalui lawe,

Dalam el apapun kewaithar waeal penganghut, di buwah kedua subayat di algs de axat ini, melebihi
batasan yang akarn dibuar herdasirkan subeyar periama wntur il kemgian durl Barangbarang.

Kehilangan hak untuk membatasi taeggungjawab;

Penganghut tidak berhak mendapat marfaet dasi cerbatasnya tangaunrgiawab jika terbukyl dahug
kerngian, kenwsalan arau ketrlombszan pengiriman ghibar berbuatan arau helaldian pengangiur
vang dilokukan dengan maksud untuk menimbulian kerugian kersakan, sepevti merunda, argu
sembarangan dan dengan penpetahuan bahwa kerugian, kerusakan azau keterlambatan myngiin akan
terjadi

Seararg pekerja atau agen dasi pengangku tidak bethak mendapat manfeat dart terbatasnya tanggung
1avak jika tevbukei bohwa kenvgian, kemisalun aty keterlambatan pengiriman akibat perbuatan claw
kelalgien dari pekerja azau agen, dilzkukan dengan sengsfo menyebabkan kerugian, kerusakan atau
Luraclumbazan, dtaw semharangan dan dengan mengesahut Schwa herugian, kemsakan argu
keterlambatar. mungkin akan terjadi.

5. Perlindungan terhadap Pengirim dan Penerima Barang

Psl 4702 KUHD menentukan babwa bila kerugian yang ti mbul itu disebabkan kirena suarc
cacas daripads aler pengangkutan atau susunaneya, maka pengangkut dlarang membebaskan
beban unmk membulsikan: (1) babws ia relah cukup mengusahaannya mengenai pemelibacaan
peraintan dan peranakbuahan kapak (1) bahwa alac pengangkuran ira mempunyai cukup
kesanggupan urtuk melakukan pengangkutan sesi:ai dengan perjanjian yang sudah dicutup.

Psl 471 KUHD menentkan bahwa bila ada kesalghan atau kelalaian dari perganghkut ateu
orang vang dipekerjskannys, maka pengangkut tidak dapat membebaskan wnggungjawsbnya,
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Keeuti hila secars tegas telub diperjanjikan sebaliknya Psl 3170 KUHD merertukan batwes
Lonesemenkonnsemen yang iinya bertentangan isi Fasal 470 KUHD, tidak holeh dikelharkan
pnnuk perpangkutan-pengangkutan yang berasal dari pelamuhun-pebabuhan Indonesia.

Pada hakikacnya Fsl 470 berrwjuan urtuk melindungi pihak Peagirim, yuny kedudukan
ckonominya zelarif lemah jika dibandingkan Jergan kedudukan ekoromi Tengangkut. Hal i
disadari oleh pembenmuk uadang-undang sehingga meneiapkan pasal-pasal yany Mingsioys
enegakian ketentuan dalam Pasal 470 rersebiue yaira Psl 47Ca; 471, dan 5175

Pasal 473 itu adalah peraruran pelengkap, artinya pengangkut dapat memperianikan
menyimpang dari kerentuan-ketentuan rersebut dalam Pasal 471, Pasel 5174 muecupakan aturun
pemaksa, sehingea jika dilangear syarat petianiian tersebut baral dei bukum {artinya dianggap
¢dak pernah ada perjanjian tersebuth. Untuk iru dinsulkan rumusan untuk melindongt pengirim
dao penerima barang sebagai berikue:

Jika sebuch konurak telah disepakati dan relak berialan, make: tanggung iawak reskait dengen burany

yang akan dikiriny sepenuhmya bevada dizangan nenganghut, cpabila werjadl sebuah kelalaian atau

Lesalahan yang mengukibatkan hilang atau rusahra bourarg yang dikivim seasebut, make: hel tersehint

sepenwhsa akan menjadi tanggung jawak pergungut, keewalt tevdapet swand keadnan yung diluay

kuasa penganglat (keadaan memakse) yang mengekivatkan 7usak aten hilongnya bavang vang ahar.
dikirim.

Pemgecualian tanggung jawab pengengkus atgn orasg yang dipetkerjakan techadap barang
vang dikirim, yaicu: (1) Barang yang dikizim rersehut berbeda atan Udak sesuai dengan barang
vang telah disepakat dalam kontrak, batx berupa benruk, nilai, sifat, karakter dan rungsinya; 12)
Ada perjanjian penyecualiat yang secara 1egas terdapat dalata konteak terselbo dan telah disepakar|
dra dikerahui oleh para pihak; (3) Terkait dengan pengiriman harang herbahaya, maks peugirim
harus memerahi semua ketentuan yang relah diawr, yaies: (1] Pengirim harus menandai amu
latel barang ssbagai herbahays; (2) Pengirim harus membetitahukan kepadanys 1otang karakrer
dari harang berbahaya dan jika perly, tindakan pencegahan harus diambil; (3) Jika penginm
ridak mampy menerangkanya kepacia pengangkut yang sehenarnys ridak memilizi pengethuan
renean karakzer barang berhshova tersebut, apabila barang zersebut hancur atau rusak, maka
ridak terdapat pembayaran kompensasi atas hancut dan hilangrya barung tetsebut; (4) Jika
pengirim ridak dapat memarubi kerentudn ysng telah disepukat. maka pengangker tidak
Fertanggung jawab; {5) Para pelayan atat agen pengirim tidak bertangeung jawuk atas kehilangan
arau kerusakar gebaguimang dimaksud dalam ayat Jintas, kecuzli kerugiap amu kerusakan

dicehabkan oleh kesalanan atau kelalaian yang mereka lokukan

£. Studi Komparas| Palaksanaan Commercial Code di Pelabuhan Portklang Malaysia
1. Kondisi Umum Pelabuban
PorcKiang terlerak di MNegara Bagian Selanger, Malaysia. Lokasinya di jembah Klang, sekirar
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40 km dari Kuala Lumpur, Berdasarkan instruksi pemerintah pada tahun 1983, pelabuhan ini
dibangun stbagai pelabuhan pusat B/M nasional don terkadzng jugs digunakan sebugai
pesinggahan. Portklang melayani hinterland vang menguasal dan menjadi pusst perzumbuhan
terencana di Selangor dan rerdapat Bandara Udara Interousional.

PoetKlang mastk dalam rangking 13 pelabuhan terbaik di dunis (Libat Tabel 3) dan menangani
sekitar 37% perdapangan laut Malaysia. Lokasinys yung strategis menjadikan PortKlang sebagai
pelabuhen pertama yang menghubungkan lingkar barat dan timur dari jalur perdagangan belahan
Erops dan timur dunia. Pelabuhan ini memitiki hubungan dagang dengan lebih dari 120 negara
dan jaringan lebih dari 300 pelabunan diselanth dunia,

Dalarm performance-nva, toral alur harang yang diangkut nada rahue 2011 mencapei 9,603.52€
TEUS dan kontainer sebanyak 194,167,667 FWT yang rinciannya terdapat pada Tabel | berikur
ink.

TABEL. | PERFORMANCE ALUR BARANG DAM KONTAINER TAHUN 2011 DI PORY KLANG

Indigenous 3,515,050 7%
Transshipment 6,028,876 £3%
Containenised 166,576,635 87%

Canventional 275,909,72 13%
"~ Sumber. Poriklang Authority, 2011 |

Kondisi tersebut ditunjang dengan kapal dan serana yvang memadai sebagaimana tincian pada
Tabel 2 bierikut ini.

TABEL. 7 JUMLAH KAPAL DI PORT KLANG

—_—

Opetatar Year  Dry Liguid General  Containes Passenger TOTAL i
Morthpart 153 615 CER] £.386 54 7704 43
Westport 20 1.555 722 700 1 9,480 52
Private i |

Jetty 58 A3 1] 0 BET 788 i
Glenn

Cru'se Q 1] a ] 145 184 1

G. Total an 3,116 1,650 12,387 1,408 18,417 104

T Symear PoWlarg Authoiity, 201}

Yondisi tersebut, menempatkan Portklzng sebagai pelabubar cerbaik k13 pada cahun 2011
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TABEL. 3 PERINGXAT DUNI PELABUNAN BERDASARKAN [UNLA ARUS BARRNG TAHUN 2011

rm—r J—

World Ranking Pon Neme Total TEU {Mition)
142} Shanghai ns
i1} Singapore 9.3
33 Hong Kong 243
e Shenzhen 129
513 Bisan 15.9
6(8) Ningha 14.5
T1{6) Gwangzhau 123
819 Dingdao 128
3 Dyba 128
19 (10 Rorteicam 122
{11} Tianjin 112
12(12) Kaohslung 53
13013) PortKlang 96
14 {14} Hamburg 9.1
15(18) Anteerp B.7
16017 Les Angeles 18
17{18) Fort Tanjung Pelepas 75
181415} Long Beach E6
19019 Kiamen 6.4
1008 } Dalian 63

Sumber - Port¥lang Authority, 2011

b. Manajemen Pelabuhan

Beberape hal penting terkaic peageiolaan pelabuban di Malagsia dapat dijelaskan sebagai
berikut: (a) Pemerintah Malaysia mempunyai 1 (dua) pelabuhan utema terbesar yaitu Port Klang
yang terletak di wilayah Kuala Lumpar dan Pelabuhan Tanjung Pelepas perletak di Wilavah Johor
(b) Pebinaan penyelenggaraan Por: Klung oleh Pore Klang Autharity; () Port Klang memiliki
manasernen personal, fasilitas peralatan dan program aperasional pelabuhan berkualitas: {d) Port
Klang terdiri dari £ rerminal yaicu Nort Port dan West Porg (¢} Hore Port teraninal yang metpukar
pelabuhan multipurpose dioperasionalikan oleh perusahaan Nort Port (Malaysiz} Bhd yang

merupakan cabang dari perusahaar, NCB Holding Bhd: {9 Demikian jugn dengan West Port

Terminul dioperasionalkan oleb Klang sfulri Terminal Sdn Bhd yang juge merupakan cabang
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dari NCB Holding Bhd dan PIP dicperasionalkan oleh Johor West Port Sdr BhdOMISC, 2003,
Lyeparrermen Perhubungan, 20CT)

Pembinaan penyelengearaan Pelubuhan dilakukan oleh Port Authority. Disamping itu,
pengelolaan mencakup beberapa aktivitas antara Jain: {2} Pelabuhan Tanjung Pelepas memiliki
manajemen persanal, fasilicies peralatan dan program operasional pelabuhan yang berkualitas;
(b} Port Klang ditetapkan sebagai kawasan hebas (Free Zone) tepatnya Nortpore pada 1 Apeil 1993,
South Point pada 19 Februari 2004 dan Weitpores 20 Jun: 1996 dimana investor bebas bersyarat
untak ke pelabuhan tersebut.

Kedua pelzbuhan tecsebut dilengkapi sarana angkutan yung komorehensif baik angkutan con
tairer melalui prasarana jalan rava, el KA, laut dan satana angkuran udara secara multi moda.
{MISC, 2003; Departemen Pechubungan, 2009,

¢, Kebijakan Privatisasi dalam Aktivitas Pelabuhan

Peraturan-peratutan yang melandasi aktivitas PorcKlang dac Tanjung Pelepas dapat dilihat
dari penjelasan di bawah ini: (a) Penyelenggaraan pelabuban umurn adalah menjadi tanggungjawab
Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pengangkucan Malaysia yang dalam pelaksanaan
diselenggarakan oleh Reguiatory Authoriy dengun tugas melakukan perrbinaan atas penyelenpyaraan
kepolabuhan; (b} Portklang dibangun dengan investasi total untuk Port Klang sebanyak 5¢ mil-
lion BM dan dibangun melalui pola kerju sama antara Pemerineah Malaysia dengan pihak Swasta,
dimana untuk Port Klang dengan NOB Holding Bh: {c) Kelkurserman pihak swasta rersebuc
dilakukan melalui prosedur tender terbuka dan Pemerintah Malaysia dengan memberikan hak
konsest selama 30 tahun dengan skema Puilt Operate dao Transker {BOT); (d) Poia bagi hasibnya
dilakukan berdasarkan sevenue sharing sebesar 309% dari revenue tahunan, semenara it pihak
swasts mendapatkan révenue dari kegiatan stevedoring dan penumpukan sedangkan pelavanan
kapal menjadi revenue dari Pernerintah Malayaig, {e) Lahan dun persiran serta fasilitas basic
infrastrukrur sepertl break water, abur, kolam, serta sarana bantu navigasi petavaran disediakan
oleh Pemerintah Malaysia, sedangkan bangunan dan fasilitas operasicnal pengelolazn pelabuban
disamakan dengan pihak swasea; dan (f} Mengenai vatifearif di pelobukan diknneral langsung

oleh Pemerintzh Malaysia.

d. Pelaksanaan Commercial Code di Pelabuhan

Sebagai payung bukum dalum prakrik bisais dan perangkarperangkar torkait di Poveklang
terdapat heberapa peraturan nasional yang dirujuk dan berpengaruh rerhadap kegiatan tisnis
peluyaran. Deraturan-perataran tersebut antara lain: (1) Ordinan Penganpkatan Kargo Melalui
Air 1950: (2) Ordinan Peckapalan Saudagar 1952 (3) Ordinan Perkapoian Saudagar (Saban) 1960
4) Ordinan Perkapalan Saudagar (Sarzwak) 1960 (5) Akta Lernbagsa Dius Api; 46) Akta Lenbage
Pelabuhan 1963; (7) Akea Suruhanjaya Felabuban Pulau Pinang 1935; {8) Akia Lembaga Pelabuhan
Birrula 1981; dan (%) Akte Pelabuhan (Penswastaan).
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Selain peraturan yang berlaku secara nasicral tersebut, di Port Klang juga diberlakukan
pengaturan yang berasal darl perjanjlan internagional baik yang bersifac bilurerat mavpun muln
lagzrzl. Parjanjian internasional secars Yilare=al dapar dilihat dalam Tabei 4 berikue in.

TBEL 4, PERIAN{IAN BILATERAL MALAYSIA DENGAK NEGARA-NEGARA LA

Tahuh Negara

1983 Malaysia-Bangladesh

1983 Malaysia-Turkey

1985 Malaysia-Belgo-Luxemburge

1985 Malaysia-Sri Lanka

19858 Malaysia-Fakistan

1987 Malaysia-Aussia

1987 Malaysia-China

1988 Malaysiz-Indonesia

1988 Malaysia-South Korea

1991 Malaysia-Romania

1992 Malaysia-Yietnam

1997 Malaysia-South Africa
Sumber: Port #ang Authority, 201

Dalam hal pelaksanaan Commercial Code dhi bidang pelayaran, Malaysia memberlakukan Ma-
laysia Carsiage of Goods by Sea Ac11950 (COGSA) yang diberlakukan sejak penduduksn Inggris.
Pasca kemerdekaanya, beberapa peratuzan lain ditetapkan untuk dibertakukan di dua wilayah
Malaysia yaieu, Convention Relating to the Caiage of Goods by Sea and 10 the Liability of Shipowners
and Ochers yang diberlakukan tahup 1960 di Malaysia Tamur {Sarawsk), dan di wilayah Sabah
peramran turunan tahun 1961 yang snengadonst Hague Rides. Namun saat in: Malaysta masih
dalam proses upaya revisi COGSA disesuakan dengan Konvens Internasional yang lekit relevan
saat ins yaiu HagueVishy Rules 1963 terutams dalam hal tanggungjawad dan ganii rugk.

Selain Pore Klang pelabuhan Malaysia lninya vang masuk di ajaran 20 besar adalah Pelabuhan
Tanjumy Pelepas. Delar hal infrastoukens, pefrcuhanpelebuban wreebut memang unggat dan
beberapa pelabuhan yang ada di ndoresia, meskipon dalam hal regulasi vang diberlakukan masih
lewih maju Indonesia, karena Indonesia sudah menerapkan HagueVishy Rules 1968 (lihat Tabel
3

Berdasarkan data yang dikumpulkan, sesungguhnya Indonesia tidak tertinggal dalam hal
pernberiakukan hukum yung berlaky, Dara pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dalam praktik
Inénnesia sudah memberlakuken HagenVishy Rules|968 {idak ada kepastian sudah divatifikas!
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atau belum). Sementara ity negara Malaysia masih memberlakukan Hogee Rule 1924, Serelah
dilakukan survey lapangan menunjukkan bahwa pencapalan prestas: PortKlang bukan hamya
hukum yang diberlakukan secar konsisten, mamun juga ketessediaan infrastrukrur yang lebik
memadai dibanding pelabuhan di Tndoesin, Untuk i iduk mengherankan apabila dalam
peringkat dunia prestast Portklang menempati posish yang sangac diperhimngkan. Yadi upaya yang
harus dilakulkan Indonesia kedepan selain memperbaiki aspek regulasinya adulab jugs perbaikan
rerhudap infrastruaktur dan SDM. Berikut tabel tentang negeramnegard peserta konvensi yang
mencrapkan Hague-Rule, Hague/Visby Rule dan HamburgEule

TABEL 5,0AFTAR HEGARR-NEGARA PESERTA XONVEMS! YANG MENERAPKAN HAGUE-RULE, HAGUENVISEY-RULE

DAN HAMBURG-RULE
Hbaria Firlgnd Fague- sty +
hafy hagua Trance Hagque-¥idy .
Angolz Hagar Gambia Hambwy
Al Haque Gacrgi pambieg A
ArSduaand 2arbuta  Hague Germaay Hague Visby .
Argeriing HaqueHagud Mitky i Chwa Hague
hustralia Hague\loyMambarg i Goa Hega
Buitiz Harrbay Gheabiat HagueVisty .
Bahara Fiague Gewe Haagueyisy .
Barvladisn Hague 1 Gerad Harjue
Batiados Harrburg Ciginey harmung
Eeigum Hague-yighy - Glinaa Eivsal Hisgnie
Befze Hagie Guyang Hague
Bermuaka Hague-Ashy . Hom) forg Hagueshy L
Toifvia Hague Hunggary Harmberg
BOtjwana Randurg eefand Haguety i
Bixishvigin sy Hague-Viby ) India HayuMague-idy [
Brangi Hague Indeeesa HagueVishy 1
Butina Faws Harmbut It Haghe
Baingd Harriourg [srl Higlwﬂaque-\fsh} i
Cameman Hamburg Itaty Hague-Vaby .
Canada HoguMaguelisly &
CapaVerdz Hague Japan g isty .
Cayman iands Haguk ity ' man Hatburh
Chile Mamizurg Yemyz Hambung ?
China HagueWisbyidarturg 8¢
Comens | ehanon Hambisg
Chngo Hague Lestha Hambury
Lotz d'heaire Hogue Ligehenstein
Croatia - Lusermbsg Hetquetoy L
Cba Yague It Hage
Cyprus Hague wailagasar Hagjuk
Crech Repubiic Hamblig Malan Hamburg
Dipmaasic Hague Vishy . balgysia Haque
Dpouti sirarshall isfands

Dorvinia Hague Mertinlque
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Domiwcan Repolitc Hague ILayeitani

a1 Timer Hague Hauntis Hafue

Eeuador Hague Vishy e Haquevishy L]
Egypt Hambeg . hiironesis

Eetonia Haque MAdoua

Falkland 15114 Hague/ihy Maoraca Hagque

Fiji Haque Mnrserat Haquesty .
e Hambiurg Spvakia Hamburg

Mesmnbiu Hague lpwera Hagui

Mastiru Hapue Seluran skadt Hagque
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I¥. SIMPULAN DAN SARAN
A Stmpulan

Hasil penelitian int menyimpulkan bahwa rerdaput beberapu ketentuan cemmercial code yang
perlu direview yaitu teckait dengan pengertian kontrak dan para piturk yang rerlivar dalam
pembuatan kontrak, penpaturan secara jelas dan regas tentang kewajiban dan batas-batas
rarggungiawab pengangiut, dan perfindungan terhadap pengirim barang {fkonsumen). Dart hasil
kajian perbandingan di Pelabuban Pore alane Malavsia menunjuikan babwa sesun gouhnys secara
rormaif Indonesia tidak teringgal dalam hal pengatucan Commercat Code. Meskipun belum
ada keielasan apakah [ndonesia sudab meracifikas atau belum HagewVishy Rulesl968, namun
dalam prakiik lndgnesia telah memberlakukan HegenVishy Rules1 968 dibandingkan dengan
Malaysia yang masih memberlakukan ague Fule 1924, Realitas empirik menunjukkan bahwa
Pelabuhan PoreKlang lebih maju dibandingkan dengan pelabuhian di ladonesia dalam hal
kerersediaan infraserukeue. Pelzbuhan Portklang menempat: rangkin 13 dwntara pelabuhan-
pelabuhan di dunia, sedangkan pelabuhan di Indonesia ridak masuk rangking yang diperhitunghan.

8. Saran

Pemerintah Indenesia melalui Kementetian Perhubungan segers melakukan pembaruan
terhadap ketenman-ketentuan KUHD yang sudah tertinggat dengan perkembangan zaman.
Ketentuan yang perlu diperbarui meliputi: pengertian kontrak dan para nihak yang retlibat dalam
pembwatan kontrak, pengaturan secara jelas dan tegas tentang kewajiban dan baras-bartas
snegungiawab pengangkur, dan perlindungan tethadap pengtiim barang (konsumen).

Permerintah Indonesia perlu memperjelas kedudukan Hegew Visky Fules 1968 unwuk diratitikasi,
sehingga mempunyai kekuaran mengikat sebagai bagian dari hukutr: positip Indoncsia. Pemigrintah
perlu menata ulang infra struktur pelabubanpelabuhan di indonesia, agar tidak rertinggal dengan
perkembangan dengan negara-negaca lain.
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